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DPRD Soroti Kenaikan luran BPJS Kesehatan

JAKARTA-Ketua Komisi E DPRD
DKI Jakarta Iman Satria mengkritisi
rencana kenaikan kembali iuran BPJS
KKesehatan pada Juli 2020. Menurut
politikus Gerindra ini, iuran BP]S
Kesehatan naik hampir 100 persen
dalam kondisi sulit karena wabah ini
tidak tepat. Iman mengatakan bakal
ada gejolak di tengah masyarakat
merespons kenaikan iuran ini.

"Padahal tanda-tanda pandemi
berakhir saja belum terlihat. Orang
lagi susah bakal ditambah susah,”
ujar Iman Satria, di Jakarta, Kamis
(14/5/2020), Peraturan Presiden No-
mor 64 Tahun 2020 tentang Peruba-
han Kedua atas Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 ten-
tang Jaminan Kesehatan telah men-
gatur perubahan besaran iuran dan
adanya bantuan iuran bagi peserta
mandiri oleh pemerintah, Peserta
mandiri tersebut mencakup peserta
di segmen Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBI'U) dan Bukan Pekerja (BP).

Pasal 34 Ayat 1 dari Perpres terse-
but mengatur bahwa pada 2020,

iuran peserta kelas I11 naik menjadi
Rp42.000. apemerintah pusat men-
subsidi Rp16.500, sehingga masyara-
kat hanya membayar Rp25.500, Na-~
mun, pada 2021 subsidi pemerintah
berkurang Rp7.000, sehingga iuran
peserta mandiri menjadi Rp35.000
per orang.

Pasal 34 Ayat 2 mengatur hahwa iu-
ran peserta mandiri Kelas 11 BPJS Kes-
ehatan meningkat menjadi Rp100.000,
dari saat ini sebesar Rp51.000. Ayat 3
mengatur iuran peserta mandiri Kelas
| naik menjadi Rp150.000, dari saaf ini

o

Padahal tanda-tanda
pandemi berakhir
saja belum terlihat.

Orang lagi susah
bakal ditambah
susah.”

Iman Satria
Ketua Kormisi E DPRD
DK Jakarta

Rp80.000. Ketetapan ini mulai berlaku
pada 1 Juli 2020.

Iman Satria menyatakan subsidi un-
tuk warga DKI tidak dipangkas untuk
menanggulangi Covid-19. DPRD DKI
akan tetap mempertahankan sub-
sidi tambahan Rp1,16 triliun untuk
mengantisipasi kenaikan iuran BPJS
Kesehatan yang direncanakan pemer-
intah pusat.

"Subsidi tambahan tetap diper-
tahankan. Kami tidak ada rencana
memotongnya,” kata Iman. Di-
katakan, awalnya subsidi untuk BPJS
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Kesehatan dianggarkan Rp1,33 triliun,
namun karena ada rencana kenaikan
iuran BPJS Kesehatan diusulkan tam-
bahan Rp1,16 triliun.

Jadi, subsidi yang dialokasikan
Pemerintah Provinsi DKI untuk BPJS
Kesehatan mencapai Rp2,5 triliun.
"Waktu itu ekspektasinya naik iuran-
nya. jadi diberikan subsidi tambahan,
ternyata nggak jadi dan sekarang di-
naikkan lagi,” ujarnya.

Penuhi Aspirasi

Pemerintah resmi menetapkan Per-
aturan Presiden (Perpres) Nomor 64
Tahun 2020 yang mengatur mengenai
penyesuaian besaran iuran peserta
Prograin Jaminan Kesehatan Nasion-
al-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),
Kepala Humas BP]S Kesehatan M.
Igbal Anas Ma'tuf mengatakan bahwa
diterbitkannya kebijakan tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah
telah menjalankan putusan Mahka-
mah Agung.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang
baru ini juga telah memenuhi aspirasi

masyarakat seperti yang disampai-
kan wakil-wakil rakyat di DPR RI,
khususnya dari para Anggota Komisi
IX, untuk memberikan bantuan iuran
bagi peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan
Pekerja kelas I11," jelas Igbal, Rabu
(13/05). Ia mengatakan, besaran iu-
ran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/
Mandiri untuk Januari, Februari, dan
Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor
75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 un-
tuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II,
Rp42.000 untuk kelas I11. Sementara
untul April, Mei, dan Juni 2020, hesa-
ran iurannya mengikuti Perpres No-
mor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000
untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas
11, dan Rp25.500 untuk kelas II1.
PPer 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS
bagi peserta PBPU dan BP disesuai-
kan menjadi Rp150.000 untuk ke-
las I, Rp100.000 untuk kelas II, dan
Rp42.000 untuk kelas I11,” tutur
Igbal. Menurutnya, sebagai wujud
perhatian dan kepedulian pemerin-
tah terhadap kondisi finansial ma-
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syarakat, pemerintah menetapkan
kebijakan khusus untuk peserta PBPU
dan BP kelas IIL

Untuk 2020, iuran peserta PBPU dan
BP kelas I1] tetap dibayarkan sejumlah
Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500,
diberikan bantuan iuran oleh pemer-
intah. "Kemudian, pada tahun 2021
dan tahun berikutnya, peserta PBPU
dan BP kelas III membayar iuran
Rp35.000, sementara pemerintah
tetap memberikan bantuan iuran
sebesar Rp7.000," tambahnya.

Igbal juga mengatakan, sebagai
npaya mendukung tanggap Covid-19,
pada tahun 2020 peserta JKN-KIS
yang menunggak dapat mengaktifkan
kepesertaannya kembali dengan hanya
melunasi tunggakan iuran selama pal-
ing banyak enam bulan. "Sisa tung-
gakan, apabila masih ada, akan diberi
kelonggaran pelunasan sampal dengan
tahun 2021, agar status kepeserta-
aannya tetap aktif. Untuk tahun 2021
dan tahun selanjutnya, pengaktifan
kepesertaan harus melunasi seluruh
tunggakan sekaligus,” ujarnya. (dni)




